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iskursus revisi UL HAM
D hari-hari ini tampakoya

memberi banyak perha-
Llian soal hubungan Kemente-
rian HAM dan Koemmnas HAM,
Beberapa membingkainya se
hagai persoalan pembagian ke-
Wwenan, Schagian lain meng.
khawatirkan berkurangnya in-
dependensi Komnas [TAM.

Menurut siya, ada pertanyi-
an vang sesunggohnva  lebih
penting untuk dijawab terlebih
dabnlu, apakah negam mem
butuhkan Kementerian HAM
sckalipus Kompas [IAM? Pro-
Blem ini membsawa kits kembali
paada soal mendasar, bagaimana
negars dipahami dalam kerang-
ka hak asast manusia.

Ada paradoks yang melekat
pada negara dalam persoalan
HAM. Negara merupakan aktor
yang paling mungkin untuk me-
Tindungi HAM, sekaligus aktor
yang  berpotensi  melanggar
HAM. Krennerich (2024) me-
nvebut Kondis ind sebagai Joi-
nus-faced state (dua wajah ne-
gara). Di salu sisi, negara me-
mikul kewajiban untuk meng-
hormati, melindung, meme-
nuhi, dan memajukan HAM.
Namurn di sisi Lain, negars jug
merupakan pemegang  kekua-
suan yung karena sifatnya, se-
lalu membutuhkan pembatasan
dan [JL'I'lH'J\&';IRlU.

Gugusan norma dalam kon-
stitusi kita sesungmuhinya Lelah
menvediakan petunjuk  untuk
mengelolas parmdoks tersebul
Pasal 281 Ayal {(4) UL 1945
menvatakan bahwa perlindung-
an, pemajuan, penegikan, dan
pemenubian HAM merupakan
langgung  Jawab  negars, fer-
utama pemerintali,. Noma ind
menempatkan pemerintah se-
bagai permikul kewajiban utama
HAM.

Pada saat vang sama. Pasal 1
Ayat (3) menegaskan hahwa In-
denesia adalah negara ko
Konsekuensi norm ini lak ka-
lah penting. Salah satunya ado-
lah penerapan ajaran pemba-
tasan kekuasaan terhadap pe-
nvelenggara negara. Kavena it

setiap pengdunaan kekuasaan
juga harus terbuka untuk di-
mintai pertanggungjawaban,

Dralarn setarikan napas, pem-
bacaan  norma konstitusional
tersebul setidakoyva menunjuk-
kan dua hal, Konstitusi meng-
hendaki negara vang mampu
dan berkemauan untuk melin-
dungi IIAM. Di sisi Jain, harus
dipastikan pula hahwa keku-
asaan  terscbut tidak beketja
tanpa mekanisme kontrol, Se-
derhananya, nogara mems:
harus kuat, tetapi pengs
nya juga haros ak kalah kuat

Dalam konteks itulah, keber-
adaan Kementerian 1AM dan
Komnas HAM peru dipahami,
Keduanya pada dasarnya nien-
Jalankan fungsi vang berbeds,
Kementerian  TIAM  berfungsi
sehagal focgl pofnt pemerintah
dalam  mengimplementasikan
kewajiban  konstitusionalnyz
dalam bidang LLAM. Schaliknya,
Komnas HAM hadic sebagai
mekanisme Kontrol agar kewa-
jiban tersebut benar-benar di-
Jalankan, Juga menvediakan ru-
ang akuntabilitas ketikn negara
dagtal memenuhinya

Pembedaan itu bukan hal ba-
rudalam perkembangan kelem -
bagaan HAM moderr. Dalam
praktikeya, pelaksinaan kewa-
jiban HAM dan pengawasan
terbadapnyn, lazim ditempat-
kan pada institusi vang berbeda,
Di satu sisi lerdapat lembags
pemerintall  yang  bertugas
mengoondinasikan dan meng-
implementasikan kehijakan
HAM. Di sisilain, terdapat lem-
hiaga independen yang berfugas
melakukan pengawasan. Yang
sty menjalankan kewajiban,
Yang lain mengawasi pelaksa-
naan kewajihan lersehul. Da-
lam literatur. keduonya dikenal
sehugal  goversment humean
rights focal point dan national
human rights insiitiion (La-
goutte, 20190,

Karera iy, keberadaan Ke-
menterian HAM dan Komnas
AN sccara bersamaan  so-
sungguhny: hukanlah sehnsh
masalah. Justron keduanya di

hutuhkan. Persoalannya hukan
apakah kedvanwva harus ada
Namun, hagamana memasti-
kan batas fungsi di antam ke-
duanya tetap jelas,

Di titik ind. RUU TLAM tam-
paknya berangkat dari pemba-
caan babwa karena merupakan
penanggung  jawah  utama
TAM, pemerintah perlu dibe-
kali instrumen wang memadai
untuk menjalankan kewajibe
tersebut, i atas kertas, sulit
mengatakan bahwa itikad itu
kelimn, Negara tidak mungkin
dimintai  pertanggungjawaban
atas kinerja HAM tanpa ka-
pasitas kelembagaan memadai

Rumusan norma

lrersoalan mulai muneul ke-
tika kita-mencermati ramuosan
normanys, Persgalan kaburnys
Tatas peran tampak pada be-
berapa rumuosan. | 71 huruf
T memberl kewenangan  Ke-
menterian HAM untuk menye-
lenggarakan koordinasi, momi-
toring, evalunsi, serta- melak-
sanakan rekomendasi danalag
putusan pengadilan terkait pe-
oyelesaian pelanggaran 1AM
dan pemulihan korban. Kewe-
nangan (ersebul masib dapat
dipahami  sebagai  instrumen
pemerintzbuntuk menjalinkan
kewnjiban konstitusionalnya di
hiddang FLAM.

Lain halnya dengan Pasal 71
huruf ¢ Melalui puasal o, Ke-
menteran HAM diberi kewe-
nangan untuk menyele ngr-
kan penilain kepatuhan HAM
pada lembaga negava, penwerin-
Lah, halan usaha, masyarakat,
dam/atan komunitas.

3 sinilah  mulai  tampask
samiar. Sulit menjustifikasi pe-
nilaian HAM  semata sebagai
bagian dari pelaksanaan prog-
ram atau koordinast kebijakan.
Ia bersitat menentukan apakaly
suatu aktor lelah memenuhi
standar atan belwm. Dalam ba-
nyak hal, 1 lehih dekat dengan
aktivitas pengawasan. Terlebih
BULT 1AM sendici menempat-
kan Komnias HAM sehagai lem-
baga negara independen yang

menjalankan fungsi pengawas-
an terhadap pelaksanaan ke
wajihan HAM (Ps 1angka 7 jo 75
Awat (13

Jika demikian, apabila fungsi
pengawasan adalah peran Kom-
nas HAM, mengapa penila
kepatuhan 1AM justru diberi-
kan  kepada  Kementerian
TLAMY

Samarnya batas ity juga te-
cermin dalam rumusan tentang
amicus cwrfee (pendapat di
pengadilan soal 1LAM). RUU
1m_'|1e:}'a1':al|<:al1 AT PENVILTI -
an amicus coriae oleh Komnas
HAM dalam perkara tertentu
disertud  penilaian kepatuhan
HAM dari Kementerian HAM
{Ps 84 huruf h). Lagi-lagi per
tanvasmnya  sederhsna,  jika
Komnas  HAM  diposisikan
pengawas independen, mengs-
pa pendapat vang disampaikan-
mya kepada pengadilan hams
terlelih dahulu discrtal dengan
penilaian yang dihasilkan oleh
instanst pemerintzh? Bagaima-
na jika perkara vang diperiksa
Jjustru berkaitan dengan gagal-
nya  pelaksanaan  kewnjiban
HAM aleb negara?

Rumusan mengenai penilai-
an kepatuhan TAM muupun
pengaturan cmcws curine pada
dasarnya menunjukkan perso-

]

alan vang  sama. Keduma
muemperlihatkan babwa bualas
fungsi  pelaksana

HAM dan fungei penpgawasan-
nya tidak lagi diromuskan se-
cara legas, Padahal, pembedaan
fungsi itulah yang menjadi da-
sar keberadaan  Kementerian
HAM dan RKomnas HAM se-
bagai dua institusi vang ber-
el

Konsckuensinya  jadi  tidak
muclah. Dalam konteks kepa-
tahan HAM. misal bagai-
mina jikd Kementerian HAM
dan Kommas HAM menghasil-
kan pe herbeda? Siapa
yang menjadi rujukan publik?
HUL! HAM belum memberikan
jawaban wang cukup jelas atas
pertanyaan tersebut,

Perdehatan mengenai Ke-
menterian HAM dan Kommnas

HAM harus diarshkan melam-
paui soal lembaga mana vang
paling berwenang,  Konstitusi
telah menegaskan babwa ne
gara meripkan pemikul ke-
cajiban TIAM, terutama peme
. Pertanyaannya kemudi-
an adalah bagaimana negara
hukum mengelola dua wajah
negara tanpa mengaburkan ba-
tas antary peliksana kewajiban
1AM dan pengawas pelaksa-
nasn kewajiban HAM, Jangan
sampai, kaburnya jawaban atas
pertanyaan itu justry menam-
bih hambatan bagi pencari ke
adilan dalam menagih kewn-
Jiban ILAM pemerintah.
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Badai ckonomi kelas
menengah,

Semaga badai pasti
herlali.
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Berkat mohil dan tek-
nolagi, ekspor China
melonjak 194 persen.
Bagaimana, Indonesia?

.
Konflik berakhir, Fauna
Land pengelola baru
Bundung Zou.

Thut lega. Selamat
herkarya.
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